\ SALINAN \

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA :
NOMOR 29 TAHUN 2015 .

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan, jenis
dan bentuk administrasi kelurahan dapat ditambah
sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), airat
(2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi
Kelurahan, Pemerintah Kota wajib membina dan
mengawasi serta memberikan pedoman yang berkaitan
dengan administrasi kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah
Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang |
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

‘ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

| A Indonesia Nomor 5234), '

oo




Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); -

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada
Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota
Slbolga Nomor 13 Tahun 2008);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indones1a

"Nomor 131.12-5775 Tahun 2015 Tanggal 22 Oktober

2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Sibolga
Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
ADMINISTRASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

Daerah adalah Kota Sibolga;

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah
Pemerintah Kota Sibolga;
Walikota adalah Walikota Sibolga;

"

Séekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota;

Camat adalah pemimpin dan  koordinator penyelenggaraan
pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Walikota untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

Kelurahan adalah wilayah kerja kepala kelurahan sebagai perangkat
daerah Kota Sibolga;

Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;

Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan;

Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan;

Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan

informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah
dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan;

BAB II
- JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN

Pasal 2

Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari :

o op

Administrasi umum,;
Administrasi penduduk;
Administrasi pembangunan; dan
Administrasi lainnya.

Pasal 3....




(1)

(2)

(3)

“4)

Pasal 3

Bentuk Administrasi Umum sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a terdiri dari:

Buku Data Keputusan Lurah;

Buku Data Inventaris Kelurahan;

Buku Data Aparat Kelurahan;

Buku Data Tanah di Kelurahan;

Buku Data Agenda Surat Masuk dan Keluar; dan
Buku Ekspedisi.

e o T

Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b terdiri dari: P,

a. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;

b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;

c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan

d. Buku Data Penduduk Sementara. '

Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Buku Rencana Pembangunan;

b. Buku Kegiatan Pembangunan;

c. Buku Inventarisasi Proyek; dan

d. Buku Kader-Kader Pembangunan,

Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d
terdiri dari :

Buku Register;

Buku Data Ketentraman dan Ketertiban;
Buku Data Kejadian Bencana Alam;
Buku Tamu;

Buku Notulen Rapat; dan

Buku Monografi.

0 Qo o

Pasal4

Model dan tatacara pengisian Buku Administrasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan

Camat.
2

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi
kelurahan;

b. Memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; dan

c. Menyediakan buku administrasi kelurahan.

(3) Camat ....




(3) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan administrasi kelurahan berupa:

a. Memfasilitasi administrasi kelurahan;

b. Melakukan pengawasan administrasi kelurahan; dan

c. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan
Administrasi Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wahkota ini, semua peraturan
pelaksanaan administrasi kelurahan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan ini. :

BABV
® KETENTUAN PENUTUP

S Pasal7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj WALIKOTA SIBOLGA,
dto

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,
dto

MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 29

Pernbma Tk (IV/b)
NIP. 19611109 199203 1 005 '

LAMPIRAN.....




. ' LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 29 TAHUN 2015
TENTANG i
PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MODEL, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN

A. MODEL BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN
2

1. Buku Administrasi Umum

Model A.1 : Buku Data Keputusan Lurah

Model A.2 : Buku Data Inventaris Kelurahan

Model A.3 : Buku Data Aparat Kelurahan

Model A.4 : Buku Data Tanah di Kelurahan

Model A.5 : Buku Agenda Surat Masuk

Model A.6 : Buku Agenda Surat Keluar #
Model A.7 : Buku Ekspedisi

2. Buku Administrasi Penduduk
Tata Cara pengisian Buku Data Penduduk sebagaimana tersebut pada angka 2 diatur tersendiri

R Q0T

3. Buku Administrasi Pembangunan
Adalah menurut Model D meliputi 4 model yaitu:

Model B.1: Buku Rencana Pembangunan
Model B.2: Buku Kegiatan Pembangunan Buku
Model B.3 : Inventaris Proyek

Model B .4 : Buku Kader-Kader Pembangunan

paoop




4.

Buku Administrasi Lainnya o

Model C.1 : Buku Register

Model C.2 : Buku Data Ketentraman dan Ketertiban
Model C.3 : Buku Kejadian Bencana Alam

Model C.4 : Buku Tamu

Model C.5: Buku Notulen Rapat

Model C.6 : Buku Monografi

oo o

B. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN

1.

ADMINISTRASI UMUM 2

a. Buku Data Keputusan Lurah (Model A.1)

DATA KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya keputusan Kepala Kelurahan
Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Kelurahan

Kolom 3 : Diisi dengan nomor dari Keputusan Kepala Kelurahan

Kolom 4 : Diisi denganjudul/penamaan Keputusan Kepala Kelurahan
Kolom 5 : Diisi dengan uraian singkat tapi jelas dari Keputusan Kepala Kelurahan yang telah ditetapkan
Kolom 6 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilaporkan kepada Walikota

Kolom 7 : Diisi dengan nomor dilaporkan kepada Walikota

_Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

TAHUN
No. Tanggal dan Nomor Tentang Uraian Singkat Dilaporkan Keterangan
Keputusan
Tanggal Nomor Tan ggal | Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8
Cara pengisian:




b. Buku Data Inventaris Kelurahan (Model A.2)

DATA INVENTARIS KELURAHAN

TAHUN _ N
Jenis Jumlah Barang Keadaan Barang Penghapusan Keadaan Barang Ket
Barang/Bangunan Awal Tahun ) Akhir Tahun
Dibeli Bantuan | Sumbangan| Baik Rusak Rusak | Dijual {Disumbangkan Tanggal Baik Rusak
Sendiri | Pemerintah : Penghapusan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cara pengzsmn
Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jenis kekayaan dan inventaris milik Pemerintah Kelurahan
Kolom?2 : Diisi dengan nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan inventaris Kelurahan
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Kelurahan
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak £

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena dijual

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena disumbangkan

Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penghapusan

Kolom 12 : Diisi denganjumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak
Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan




c. Buku Data Aparat Kelurahan (Model A.3) .

DATA APARAT KELURAHAN

TAHUN .
No. . Tempat & Tanggal Pangkat ] . Keputusan Keputusan
Nama Lengkap NIP K‘erf:tlfin Lahir Agama / Jabatan P;‘;:::ﬁn Pengangkatan Pemberhentian Ket
Tempat | Tanggal Golongan. Tanggal Nomor Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cara Pengzszan

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15

: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi Pemerintah Kelurahan
: Diisi dengan nama lengkap 2
: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat yang PNS dan Nomor Register Pokok (NRP) bagi yang berasal

dari TNI/ POLRI

: Diisi dengan jenis kelamin, “L” bagi laki-laki dan “P” bagi perempuan
: Diisi dengan tempat kelahiran

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran

: Diisi dengan agama yang dianut

: Diisi dengan pangkat/golongan yang dimiliki bagi PNS

: Diisi dengan nama jabatan masing-masing aparat pemerintah kelurahan yang bersangkutan
: Diisi dengan pendidikan formal terakhir

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

: Diisi dengan nomor keputusan pengangkatan

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

: Diisi dengan nomor keputusan pemberhentian

: Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan




d. Buku Data Tanah (Model A.4)

BUKUTANAH
TAHUN .
No. Nama Luas Status Tanah Bersertifikat Penggunaan Tanah
Perorangan Badan H H H H H MA | VP | TN | Sudah Belum | Perumahan| Perdagangan| Perkantoran | Industri | Fasilitas Lain- Ket
Hukum M CB; P g : Umum lain
1 2 3 4 | 5 6 17| 8| 9 | 10] 11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cara Pengisian:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah objek yang akan didata »
Kolom 2 Diisi dengan nama pemilik/ pemegang hak atas tanah (perorangan)
Kolom 3 Diisi dengan nama pemilik/ pemegang hak atas tanah (badan hukum)
Kolom 4 Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2)
Kolom 5 Diisi dengan status sebagai hak milik
Kolom 6 Diisi dengan status sebagai hak guna bangunan
Kolom 7 Diisi dengan status sebagai hak pakai
Kolom 8 Diisi dengan status sebagai hak guna usaha
Kolom 9 Diist dengan status sebagai hak pengelolaan F
Kolom 10 Diisi dengan status sebagai hak milik adat .
Kolom 11 Diisi dengan status sebagai hak verponding Indonesia (milik pribumi)
Kolom 12 Diisi dengan status sebagai tanah Negara
Kolom 13 Diisi dengan status tanah yang sudah bersertifikat
Kolom 14 Diisi dengan status tanah yang belum bersertifikat
Kolom 15 Diisi dengan penggunaan tanah untuk perumahan
Kolom 16 Diisi dengan penggunaan tanah untuk perdagangan
Kolom 17 Diisi dengan penggunaan tanah untuk perkantoran
Kolom 18 Diisi dengan penggunaan tanah untuk industri
Kolom 19 Diisi dengan penggunaan tanah untuk fasilitas umum
Kolom 20 Diisi dengan penggunaan tanah sesuai penggunaannya
Kolom 21 Diisi dengan keterangan tentang tanah

.




e. Buku Agenda Surat Masuk- (Model A.5)

AGENDA SURAT MASUK

TAHUN
Neo. Nama Instansi Nomor Surat dan Tanggal Perihal Penanggung Keterangan
Pengirim/Asal Surat ’ jawab/Pengelola
Nomor - Tanggal
1 2 3 4 5 6 7
Cara Pengisian: , _
Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat yang masuk
Kolom 2 : Diisi dengan nama pengirim surat masuk
Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat masuk
Kolom 4 : Diisi dengan tanggal surat masuk
Kolom 5 : Diisi dengan perihal surat masuk
Kolom 6 : Diisi dengan penanggung jawab/pengelola surat masuk
Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan
f. Buku Agenda Surat Keluar (Model A.6)
AGENDA SURAT KELUAR
TAHUN
No. | Nama Instansi / Tujuan Nomor Surat dan Perihal Penanggung Tanggal Keterangan
Surat Tan, jawab/Pengelola | Pengiriman
Nomor Tanggal
1 2 3 4 ) 6 7 8




Cara Pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat yang keluar
Kolom 2 : Diisi dengan nama instansi/tujuan surat

Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom S : Diisi dengan perihal surat keluar

Kolom 6 : Diisi dengan penanggung jawab/pengelola surat keluar

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal pengiriman surat keluar
Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

. Buku Ekspedisi (Model A.7)

BUKU EKSPEDISI

TAHUN
No. Tanggal Pengiriman Nomor dan Tanggal Surat Isi Singkat Surat yang Dikirim Keterangan
Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6

Cara pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat yang dikirim

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat dikirim
Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat dikirim
Kolom 4 : Diisi dengan tanggal surat dikirim

Kolom 5 : Diisi dengan isi singkat surat yang dikirim
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan dan paraf sipenerima




2. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Buku Rencana Pembangunan (Model B.1)

BUKU RENCANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

TAHUN :
N Nama Proyek /Kegiatan Lokasi Jumlah Biaya Pelaksana Manfaat Ket
o. Pemerintah Swadaya Jumlah
1 3 4 5 6 7 8 9

Cara Pengzszan

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan

Kolom 2 Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Kelurahan

Kolom 3 Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang akan dibangun :

Kolom 4 Diisi dengan jumlah biaya yang diperoleh dari Pemerintah untuk mendukung keg1atan/proyek tersebut

Kolom 5 Diisi dengan jumlah biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga lainnya untuk mendukung
kegiatan/ proyek dimaksud

Kolom 6 Diisi dengan besarnya jumlah biaya keseluruhan yang mendukung kegiatan/proyek dimaksud baik dari Pemerintah
maupun swadaya masyarakat #

Kolom 7 Diisi dengan pelaksana kegiatan / proyek

Kolom 8 Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan yang akan dibangun

Kolom 9 Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan



b. Buku Kegiatan Pembangunan {Model B.2) ' >

BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN .
s Jumlah Biaya Sifat Proyek
No.| Nama Proyek /Kegiatan | Volume Pemerintah | Swadaya Jumlah Waktu B Lanju Pelaksana Ket
1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cara penglszan

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11

Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan

Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang dibangun & Kelurahan

Diisi dengan besaran proyek/kegiatan yang dibangun

Diisi dengan jumlah biaya yang diperoleh dari Pemerintah untuk mendukung kegiatan/proyek tersebut

Diisi dengan jumlah biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga lainnya untuk mendukung
kegiatan/proyek dimaksud

Diisi dengan besarnya jumlah biaya keseluruhan yang mendukung kegiatan/proyek dimaksud baik dari
Pemerintah maupun swadaya masyarakat

Diisi dengan kapan dan berapa lama pelaksanaan kegiatan/proyek

Diisi dengan sifat proyek, apakah proyek/kegiatan yang dilaksanakan merupakan proyek baru

Diisi dengan sifat proyek, apakah proyek/kegiatan yang dilaksanakan merupakan proyek lanjutan

Diisi dengan pelaksana proyek/kegiatan

Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan




c. Buku Inventarisasi Proyek (Model B.3)

BUKU INVENTARISASI PROYEK

TAHUN .
No Jenis/Nama Proyek Velume Biaya Lokasi Keterangan
1 2 | 3 4 ' 5 6
Cara pengisian:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang telah dilaksanakan
Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang dibangun di Kelurahan
Kolom 3 : Diisi dengan besaran proyek/kegiatan yang dibangun
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah biaya yang diperoleh untuk mendukung kegiatan/proyek tersebut
Kolom 5 : Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang dibangun
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan
d. Buku Kader-Kader Pembangunan (Model B.4)
BUKU KADER-KADER PEMBANGUNAN
TAHUN i
Jenis Pekerjaan Pendidikan/ . :
No. Nama Umur Kelamin Pokol/Asal Kursus Bidang Alamat Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cara pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kader pembangunan.

Kolom 2 : Diisi dengan nama kader pembangunan yang ada di Kelurahan .
Kolom 3 : Diisi dengan umur kader tersebut

Kolom 4 : Diisi dengan Jenis kelamin, L untuk Laki-Laki dan untuk Perempuan

Kolom 5: Diisi dengan Pekerjaan Pokok/ Asal kader - _
Kolom 6 : Pendidikan, diisi apa pendidikan yang telah diperoleh oleh kader ) B




Kolom 7 : Diisi dengan Bidang yang ditekuni o
Kolom 8 : Diisi dengan tempat tinggal
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

3. ADMINISTRASI LAINNYA

a. Buku Register (Model C.1)

Jenis Pelayanan Pemohon
No. Tanggal Administrasi Nama Umur Pekerjaan Alamat Untuk Keperluan Ket
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9
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Cara pengisian:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal pembuatan/pencatatan surat

Kolom 3 : Diisi dengan jenis/tentang surat yang dibuat

Kolom 4 : Diisi dengan nama pemohon pembuatan surat

Kolom 5 : Diisi dengan umur pemohon pembuatan surat

Kolom 6 : Diisi dengan pekerjaan pemohon pembuatan surat

Kolom 7 : Diisi dengan alamat pemohon pembuatan surat

Kolom 8 : Diisi dengan tujuan pembuatan surat

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

.
Wb,




b. Buku Data Ketentraman dan Ketertiban (Model C.2)

No. Tanggal Lokasi Kejadian Kasus/Kejadian Keterangan
1 2 3 4 _ 5
Cara pengisian:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama gangguan ketentraman dan ketertiban
Kolom 2 : Diisi dengan tanggal terjadinya gangguan dimaksud
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi atau alamat kejadian
Kolom 4 : Diisi dengan kasus atau kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban
Kolom 5 : Diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan
c. Buku Data Kejadian Bencana Alam (Model C.3)
No Tanggal Lokasi Kejadian Jenis Bencana JiwaJumlah Korbanma teri Keterangan
1 2 3 4 S 6 7
7
Cara pengisian:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut bencana alam yang terjadi
Kolom 2 : Diisi dengan tanggal terjadinya bencana dimaksud
Kolom 3 : Diisi dengan lokasi atau alamat kejadian
Kolom 4 : Diisi dengan jenis bencana yang terjadi
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah korban yang mengalami bencana
Kolom 6 : Diisi dengan perkiraan jumlah kerugian yang dialami
Kolom 7 : Diisi dengan keterangan sesuai kebutuhan

-




f.  Buku Monografi o
Diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Monografi Desa dan Kelurahan.

Pj. WALIKOTA SIBOLGA,
dto

ASPAN SOFIAN



